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PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Mw
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah
menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

KXXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Aurmios Kampung
Aurmios, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, email:
XXXXXXXXXXX, sebagai Pemohon;
melawan
KXXXXXXAXXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan lbu Rumah Tangga, tempat kediaman di SP 9,
Kampung Meiyof (Intek), Distrik Sidey, Kabupaten
Manokwari, sebagai Termohon;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di
persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan bertanggal 26
Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari
Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Mw tanggal 26 Januari 2022 yang pada pokoknya
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah

pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sebagaimana Kutipan Akta Nikah

Nomor: XXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

(KUA) Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, tanggal 05 April 2021;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon

bertempat tinggal secara berpindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di
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rumah sendiri yang beralamat di Kampung Yamebsi, Distrik Masni, kurang
lebih selama 3 bulan;
3. Bahwa selama menikah tersebut, Pemohon dengan Termohon telah
berhubungan suami-istri /ba’dadukhul tapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon merasa hidup rukun
dan harmonis bersama Termohon kurang lebih selama 9 bulan, karena
selebihnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering
diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
a. Bahwa Termohon tidak mau mendengar nasihat Pemohon
sebagai kepala keluarga;
b. Bahwa Termohon dalam setiap mengambil keputusan dalam
rumah tangga selalu tanpa izin Pemohon;
C. Bahwa setiap ada pertengkaran dengan Pemohon, Termohon
selalu meninggalkan rumah tanpa pamit;
d. Bahwa keluarga Termohon selalu ikut campur urusan rumah
tangga Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan
Termohon terjadi pada tanggal 24 Oktober 2021 yang disebabkan Pemohon
melarang Termohon untuk bekerja, dan menyuruh mengurus rumah saja,
namun Termohon tidak mau mendegar nasihat Pemohon, malah bilang
kepada Pemohon bahwa pekerjaan Pemohon tidak mencukupi kebutuhan
Termohon. Akhirnya Pemohon sakit hati dan terjadi percekcokan antara
Pemohon dan Termohon hingga melibatkan keluarga Termohon. Akibatnya
antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha
menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak
berhasil;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari
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kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta
menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
PRIMER:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan
Agama Manokwari;
3. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
SUBSIDER:
Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang
menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah, meskipun meskipun telah dipanggil dengan resmi
dan patut dengan surat panggilan/relaas Nomor 26/Pdt.G/2022/PA.Mw tanggal
yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan
patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut
tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal menasehati Pemohon agar rukun lagi membina
rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena
Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka pelaksanaan mediasi
sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat Permohonan
Pemohon tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii Permohonannya, Pemohon
mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n Pemohon
dan Termohon Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal 5 Aprii 2021 yang
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik
Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, telah dinazegelen, telah
dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan
diberi tanda P;
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Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan

dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :
SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat
tinggal di SP 5, Kampung Muara Prafi, Distrik Masni, Kabupaten
Manokwari, saksi mengaku sebagai Paman Pemohon, di bawah

sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: .
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah
menikah di Masni, Manokwari;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal
berpindah-pindah, terkahir tinggal bersama di rumah sendiri yang
beralamat di Kampung Yamebsi, Distrik Masni;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon belum
dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dulunya rukun dan
bahagia, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak
rukun karena adanya pertengkaran dan percekcokan;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan
percekcokan tersebut dikarenakan Termohon tidak mau mendengar
nasihat Pemohon;

- Bahwa selain itu, saksi mengetahui bahwa Termohon sering pergi
meninggalkan rumah tanpa pamit;

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi
pada bulan Oktober 2021, dimana Termohon pergi meninggalkan
kediaman bersama sehingga Pemohon dan Termohon tidak lagi
tingggal bersama;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat
tingggal selama 4 (empat) bulan;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sudah tidak saling
berkomunikasi;

- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan

Termohon, namun tidak berhasil.
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2. SAKSI II, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal
di Jalan Jan Olipet, Kampung Aurmios, Distrik Masni, Kabupaten
Manokwari, saksi mengaku sebagai Ayah Kandung Pemohon, di bawah

sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah
menikah di Masni, Manokwari;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal
berpindah-pindah, terkahir tinggal bersama di rumah sendiri yang
beralamat di Kampung Yamebsi, Distrik Masni;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon belum
dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dulunya rukun dan
bahagia, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak
rukun karena adanya pertengkaran dan percekcokan;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan
percekcokan tersebut dikarenakan keluarga Termohon selalu ikut
campur urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi
pada bulan Oktober 2021, dimana Termohon pergi meninggalkan
kediaman bersama sehingga Pemohon dan Termohon tidak lagi
tingggal bersama,;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat
tingggal selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sudah tidak saling
berkomunikasi;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan
Termohon, namun tidak berhasil.
Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan keterangannya
serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan
memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta

mohon putusan;
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Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini

dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasehat
kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon
bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil,
karenanya ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan
kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah
hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan
tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama
Manokwari telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana
ketentuan Pasal 149 RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan
Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan hadits Nabi
dalam Kitab Hadits Mu’inul Hukkam halaman 96 :

Artinya: “Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk hadir dalam
persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat dzalim
sehingga hak jawabnya menjadi gugur”

Menimbang bahwa sebagaimana permohonan Pemohon merupakan
rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah tidak harmonis karena sering berselisin dan bertengkar bahkan sudah
pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon agar diberi ijin
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan

Agama Manokwari;
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Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon
tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Hakim Tunggal berpendapat
bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran
terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali
rukun;

Menimbang bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di ruang sidang
setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Hakim Tunggal berpendapat
alasan pokok yang didalilkan Pemohon tersebut dianggap tidak disangkal dan
dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir, Hakim
Tunggal tetap membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil
permohonannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang
menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 66
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta dalam hukum Islam pernikahan
bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang
akadnya mitsaqan gholidhon (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon
telah mengajukan bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai
cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim Tunggal
menilai alat bukti tertulis tersebut sah secara formil sebagai alat bukti
dipersidangan berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat
oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai
kekuatan pembuktianya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan
Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan 2 (dua)
orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya

sebagaimana terurai di atas;
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Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk
menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang
dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi
yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun
tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat
materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat
formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 172, 309, dan 368 ayat (1) RBg
jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam,
maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalii Pemohon yang dihubungkan
dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang
menikah pada tahun 2021 di Masni, Manokwari;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tingggal di Masni,
Kabupaten Manokwari, namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

4, Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon
dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau mendengar nasihat
Pemohon dan Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa pamit;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah
sejak bulan Oktober 2021, dimana Pemohon dan Termohon sudah pisah
tempat tinggal sampai sekarang selama 4 (empat) bulan, selama itu sudah
tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri bahkan
Termohon sudah tidak permah menghiraukan dan memperdulikan

Pemohon;
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6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan,
baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak
berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta
hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat
dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah
(magqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan
bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan
dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai
alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif,
akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih maupun
peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan vyaitu untuk melakukan suatu
perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian vyaitu adanya
perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada
harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa

unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus
menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah

tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak
berhasil;
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Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah
tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-

unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan
Termohon yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan keadaan tersebut
juga telah diketahui oleh orang-orang dekat/keluarga Pemohon dan Termohon,
maka Hakim Tunggal berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan
Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat atau yang terus-

menerus, sehingga unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan
Termohon telah pisah rumah sekitar 4 (empat) bulan, dan selama itu pula
antara kedua sudah pisah tempat tinggal serta tidak saling berkomunikasi lagi
layaknya pasangan suami-isteri. Sehingga antara Pemohon dan Termohon
tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami-istri terhadap satu
sama lain. Maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa pertengkaran yang terjadi
dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk

kembali rukun, sehingga unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 82 Ayat (1) dan
(4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 143 Ayat
(1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam setiap persidangan Hakim Tunggal
selalu mengupayakan perdamaian dengan menasihati Pemohon untuk hidup
rukun kembali dengan Termohon, dan dari pihak keluarga pun juga telah
berupaya perdamaian, namun Penguggat tetap pada pendirian ingin bercerai
dengan Termohon. Maka oleh karena itu, Hakim Tunggal berpendapat
perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak mungkin dapat

disatukan lagi, sehingga unsur ketiga telah terpenuhi;
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Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta
hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan
dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti
kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya,
tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya
penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat
lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan
penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan

kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan

kalimat gdlewell wl> Wle pafio sumlaoll £,5 (mencapai maslahat
dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum
termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam
arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia
maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan
tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat
yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat

bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah
tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik
menegaskan:

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang
memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa
saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya’”.

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan
kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada istrinya
begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi mudharat kepada
suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka Hakim Tunggal berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah
terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan
dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada
harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim Tunggal memandang perlu
mengemukakan dalil Syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Bagarah
ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor

1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka
petitum permohonan nomor 2 dimana Pemohon memohon untuk diberi izin
untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3,
Hakim Tunggal berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada

Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI
1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
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3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan
Agama Manokwari;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022
Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1443 Hijriyah oleh FAIZ AMRIZAL
SATRIA DHARMA, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan oleh
Hakim Tunggal tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk
umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh UMMI MAHMUDAH, S.H.I.
sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon.

Hakim Tunggal,

FAIZ AMRIZAL SATRIA DHARMA, S.H. M.H.
Panitera Pengganti,

UMMI MAHMUDAH, S.H.I.
Rincian biaya perkara:

1. PNBP
a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
b. Pan : Rp. 20.000,00
ggilan
c. Red : Rp. 10.000,00
aksi
2. Biaya : Rp. 50.000,00
Proses
3. Biaya : Rp. 440.000,00
Panggilan
4. Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp 560.000,00
Terbilang (lima ratus enam puluh ribu rupiah)
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